
DAFTAR INFORMASI PUBLIK 
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NTT 

TAHUN 2025 
 

 
No 

Ringkasan Isi Informasi 
Perangkat Daerah Yang 

Menguasai Informasi 
Penaggungjawab 
Pembuatan/Pene
rbitan Informasi 

Waktu dan 
tempat 

pembuatan 

Bentuk Informasi 
Retensi Arsip 

Digital Cetak 

1. 
Struktur Organisasi Dinas 
Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah  

Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 
Provinsi NTT 

Sekretariat Dinas Tahun 2025 v v 
Permanen 

2. 
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 
Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah 

Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 
Provinsi NTT 

Sekretariat Dinas Tahun 2024 v v 
Permanen 

3. Alamat Kantor Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 
Provinsi NTT 

Sekretariat Dinas Tahun 2024 v v Permanen 

4. 
Klinik Koperasi 
Digitalisasi 

Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 
Provinsi NTT 

Bidang 
Kelembagaan dan 

Pengawasan 
Koperasi 

Tahun 2024 v v 
Permanen 

5. 
Alamat Akun Media Sosial Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah 
Provinsi NTT 

Sekretariat Dinas Tahun 2024 v v 
Permanen 

6. 

Renstra Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 2024-2025 

Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 
Provinsi NTT 

Sekretariat Dinas Tahun 2024 v v 
5 Tahun 

7. 
Rencana Kerja Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah 
2025 

Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 
Provinsi NTT 

Sekretariat Dinas Tahun 2025 v v 
Tahunan 

8. 
Rencana Kinerja Tahunan 
(RKT) 2025 

Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 
Provinsi NTT 

Sekretariat Dinas Tahun 2025 v v 
Tahunan 

9. LKIP 2025 Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 
Provinsi NTT 

Sekretariat Dinas Tahun 2025 v v Tahunan 

10. Bahan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 

Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 
Provinsi NTT 

Sekretariat Dinas Tahun 2025 v v 
 

Tahunan 



11. Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah 2025 

Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 
Provinsi NTT 

Sekretariat Dinas Tahun 2025 v v 
Tahunan 

12. Pohon Kinerja Dinas 2025 Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 
Provinsi NTT 

Sekretariat Dinas Tahun 2025 v v 
Tahunan 

13. 
SK PPID Pembantu Dinas 
Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah 
 

Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 
Provinsi NTT 

Sekretariat Dinas Tahun 2025 v v 
Tahunan 

14. 
Daftar Barang Milik Negara 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil 
dan Menengah 

Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 
Provinsi NTT 

Sekretariat Dinas Tahun 2025 v v 
Tahunan 

15. SOP Dinas Koperasi, Usaha Kecil 
dan Menengah 

Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 
Provinsi NTT 

Sekretariat Dinas Tahun 2025 v v Tahunan 

16 
Rekapan Jumlah ASN (PNS dan 
Non-PNS) 

Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 
Provinsi NTT 

Sekretariat Dinas Tahun 2025 v v 
Tahunan 

17. Dokumen Laporan Kinerja 
Tahun Berjalan (Bulanan, 
Triwulan, 
Semester)-Audited 

Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 
Provinsi NTT 

Sekretariat Dinas Tahun 2025 v v 
 

Tahunan 

18. Data Statistik Tahunan Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 
Provinsi NTT 

Sekretariat Dinas Tahun 2025 v v Tahunan 

19. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 
Provinsi NTT 

Sekretariat Dinas Tahun 2025 v v Tahunan 

20. Data UKM Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 
Provinsi NTT 

Bidang 
Pemberdayaan UKM 

Tahun 2024 v v Tahunan 

21. Data Koperasi  Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 
Provinsi NTT 

Bidang 
Kelembagaan dan 

Pengawasan 
Koperasi 

Tahun 2024 v v Tahunan 

 

 





Keterbukaan Informasi 

Publik 

bertanggung jawab dapat merugikan 

ASN atau Instansi 

Data pribadi peserta 

pelatihan 

Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik 

Penyalahgunaan data 

oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab 

Menghindari 

penyalahgunaan data 

pribadi 

Tidak 

terbatas 

 
Dokumen penawaran 

kontrak 

1. UU No. 14 Tahun 
2008 tentang KIP Pasal 

17 huruf i dan j 
2. Keppres No. 54 

Tahun 2010 

Jika dibuka akan 

muncul persaingan 

usaha yang tidak sehat 

 
Persaingan usaha 

setara dan adil 

 

 
Tidak 

terbatas 

Disposisi Pimpinan 

yang klasifikasinya 

bersifat sangat rahasia, 

rahasia, terbatas 

berdasarkan peraturan 

perundang-undangan 

yang terkait dan aturan 

pelaksanaannya 

UU No. 14 Tahun 
2008 tentang KIP Pasal 

17 huruf c 

Menghambat proses 

pengambilan kebijakan 

Mengamankan 

proses pengambilan 

kebijakan 

Tidak 

terbatas 

Data Rencana 

CPNS/PNS 

UU No. 14 Tahun 
2008 tentang KIP Pasal 

17 huruf h 

Menggangu proses 

penyusunan 

Dapat membuat 

kebijakan dengan 

objektif 

Sampai 

dengan 

penyerahan 

SK kepada 

PNS/CPNS 

Hasil Keputusan Rapat 

Pimpinan 

UU No. 14 Tahun 
2008 tentang KIP Pasal 

17 huruf c 

Menghambat proses 

pengambilan kebijakan 

Mengamankan 

proses pengambilan 

kebijakan 

Sampai 

Keputusan 

Rapat 

 




